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UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan
nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya Arsitektur. Hasil karya
Arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara
moril, materiel, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan
pelindungan kepada masyarakat juga terhadap karya Arsitektur
Indonesia. Selain itu, hasil karya Arsitektur dapat mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam
kaitannya dengan tanggung jawab kepada publik ini maka peran Arsitek
dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan perizinan lainnya
memerlukan Lisensi. Dengan memiliki Lisensi maka Arsitek dinilai
menguasai peraturan bangunan dan peraturan membangun di wilayah
provinsi yang menerbitkan Lisensi. Dengan demikian Arsitek menjadi
salah satu profesi yang membantu pemerintah memfasilitasi tertib
pembangunan melalui perencanaannya. Dalam hal untuk memiliki Lisensi
dinilai perlu melalui sebuah ujian, maka ini akan menguji penguasaan
Arsitek atas peraturan bangunan dan peraturan membangun di provinsi

penerbit Lisensi.
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II.

Amanat tentang tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur
pada Peraturan Pemerintah ini mempunyai nilai luhur dan sanksi dengan
azas yang mendidik. Untuk setiap pelanggaran, pengenaan sanksi
dilakukan berjenjang dan bertahap. Apabila pelanggaran yang dikenai
sanksi sudah diperbaiki maka sanksi dapat dicabut dan hanya akan
dikenai sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran yang dikenai sanksi
tidak diperbaiki.

Hal tentang sanksi ini juga memperhatikan kepentingan Pengguna
Jasa Arsitek, yang apabila Arsitek dikenai sanksi maka kepentingan
Pengguna Jasa Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung tidak
ikut dirugikan. Untuk membangun budaya tertib dan taat peraturan
maka harus terjadi kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan
dengan persepsi yang sama dan visi ke depan yang realistis. Sesuai
dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek, maka peran Dewan akan menjadi sangat penting sebagai
perwujudan peer group profesi Arsitek, sekaligus perpanjangan tangan

Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hasil kerja gabungan aspek bidang
perancangan” yaitu meliputi aspek arsitek, struktur, dan/atau

mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing).

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
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